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KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa bLerdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, setiap Informasi Publik bersifar terbuka
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik:

bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi kepada
masyarakat, perlu ditetapkan daftar infomasi publik
secara terbuka, ecfisien, serta mewujudkan pelayanan
cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimans
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2024,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

_ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri  dan
Pemerintahan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Dacrah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun
2022 rentang Keterbuknon Informasa Publik;

Peraturan Dnerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8
Tahun 2023 tentang Anggarvin Pendapatan dan Belanja
Dacrh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Talhun 2023 Nomor 8 );

8. Pemturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022

tentang  Penyebarluasan  Informasi  Penyclenggaran
Pemerintah Dacrah i Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Padang Parlaman;

9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariamen Tahun 2024
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [,
Lampiran I, Lampiran [ll dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID}, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID|] Pembantu, petugas
informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Nemor
Rekening 2.16.02.2.01.06

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Mes 2024

PARAF KOORDINASI

SEKDA r/( BUPATI PADAN(Q PARIAMAN,

WASKPLASGTEE| 4

KABAGHUKUA SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada¥Yth :

1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesin di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumaters Barat di Padang,

3. Komisi Informasi Sumatern Baral.



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 2%Y JKEP/BPP/2024
TANGGAL 2 M6l 2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

N0

RINGKASAN 15! INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB WAKTU | BENTUK INFORMASI YANG | RETENSI ARSIP | KODEFI
PEMBUATAN /PENERBIT TERSEDIA KASI
INFORMASI CETAK | REKAM | ONLINE
1 [Informasi temang Profil Badan Publik Perangkat Dacrah Padang 2024 v v Sepanjang masih )
Pariaman berlaku
Sepanjang masih
| |Kedudukan domisili beserta alamat lengkap | Perangkat Dacrah Padang | a0, v v lberlakuy -
Pariaman
Sepanjang masih
2 |Ruang lingkup kegiatan P“""‘“Ek;‘ [?“':: Padang | 5904 v v |beriaku )
o ¥ Perangkat Daerah Padang o v [|cpaniang masih
3 |Visi dan misi N — 2024 berlaku
- Perangkat Daecrah Padang " Sepanjang masih
4 W%ﬂw Parinman — ) berlaku
. | | Perangkat Daerah Padang ) v Sepanjang masih
5 mw Pariaman el " |berlaku
ﬁ'!m“-ﬂw ﬁﬁ setiap satuan kerja Perangkat Daerah Padang 04 " Sepanjang masih .
6| |Perangkat Dacthh Pariaman 302 " |bertaku
TOIVITTTT. Perangkat Daerah Padang 3 v Sepanjang masih i
4 é'ﬁ‘? Bekatprjabat struktural Pariaman 2024 berlaku
Nama K Perangkat Daerah Padang 2024 v v Sepanjang masih ]
Pariaman berlaku




Perangkat Dacrah Padang

Sepanjang masih

Nomor telepon dan sarani komunikasi 2024
antuan unit kerin vane bisa dihitbungi Pariaman beriaku
Alaimat unit/satudn kerja pejabail Perangkal Dagrah Padang 2024 Sepanjang masih
Pariaman berlaku
Laporan harta kekayaan bagi vang wajib Perangkat Daerah Padang Sepanjang masih
melaksanakannya Pariaman 2024 beriaku
L4tar belakang pendidikan Ferangkat Daerah Padang 2024 Scpanjang masih
Pariaman berlaku
Penghargaan vang pernah diterima Perangkat Dacrah Padang 2024 Scpanjang masih
Pariaman beriaku
Ringkasan informasi tentang program dan/atau
kegiatan vang sedang dijalankan dalam lingkup FPerangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
Hadan Publik Pariaman herlaku
: ; 2 Perangkat Dacrah Padang Sepanjang masih
N
1 |Nama program dan kegiatan; Pari 2024 berlaku
Penanggung jawab, pelaksana program dan ;
2 |kegiatan s2#na nomor Telepon dan atau thngk;;ﬁﬂ:;]ﬁ Pedang 2024 :ﬁznkupng PG
alamat vang dapat di hubungi
5 [Target dan/atau capaian program serta Perengist Daoreh'Padang. | coos Sepanjang masih
kegiatan Pariaman berlaku
Daerah Padan i
4 |vadwal pelaksanaan program dan kegiatan F"m"g'mpl e & | 2024 E‘:p"’i : R TR
Anggamn program dan kegiatan yang Perangkat Dacrah Padang 9024 Sepanjang masih
dan jumlah; Pariaman berlaku
dengan informasi anggaran
6 inf mengenai Daftar Isian Perangkat Daerah Padang 0024 Sepanjang masih
- Anggaran (DIPA) dan dokumen Pariaman berlaku
{1 {eriggdren luingya
L, ﬁﬂ’gﬂﬂrﬁl dan kegiatan yang Peranghkal Daerah Padang Sepanjang masih
Rﬁ Wq] r dan jumlah Pariaman 2024 berlaku




Yang dimaksud dengan informasi anggaran

- meliputi informasi mengenai Dafar Isian Perangkat Dacrah Padang 2024 Sepanjang masih
Penpounaan Angearan [DIPA) dan dokumen Pariaman berlaku
anpearan lainnyva
Agenda penting lerkait pelaksanaan lugas Perangkat Daerah Padang Sepanjang masih

9 |Badan Publik Pariaman 2024 beriaku

1O |Yang dimaksud dengan agenda penting Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
terkait pelaksaan tugas Badan Publik Pariaman berlaku
musalnva @ proses perencaiaan program,
proses pembuatan angzaran, agenda dan
proscs pembudlan peraturan
perundang-undangan serta waktu untuk
memberi masukan, agenda dan proses
pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia
keluar negeri, pembuatan Rencana Tata
Ruang Wilavah [RTRW], waktu distribusi
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan,

11 Informasi khusus lainnya vang berkaitan Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
langsung dengan hak-hak masyarakat Pariaman bertaku

12 |Yang dimaksud dengan informasi khusus Ferangkat Dacrah Padang 2024 Sepanjang masih
tentang program atay kegiatan Badan Publik Fariaman berlaku

PLsARg 6ErGitE langsung dengan hak-hak

EW ya hak masyarakat atas
"y i i tuan Operasinal Sekolah,

SuTanst K tan bagi masyarakat miskin,
ataul deing bagl peternak/petani di




Informasi tentang penerimaan calon pegawai

Badan Kepegawalan

[pa.:lﬂ_ﬂﬂ.d.a.n_amll.u,;ang menyelengearakan
perididi

KarDftlkmum, Informasi tentang

]5&‘;3 didik dalam setiap lembaga
ywm rkumlgnya meliputi;

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Badan Publik Negara, meliputi Pengembangan Sumber Daya| 2024 Sepanjang masih
) berlaku
Manusia
. . Badan Kepegawaian 2 .
Penpumuman peaerimaan pegawai Sepanjang masih
' dilingkungan Badan Publik; Pengembangan Sumber Daya| 2024 berlaku
Manusia
Badan Kepegawsaian ;
Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai Sepanjang masih
E dilingkungan Badan Publik P'Engumha.:'gan Sumbtr Daya| 2024 berlaku
anusia
. _— . Badan Kepegawaian R ]
3 i enigu.muman biayva yang dibutuhkan Pengembangan Sumber Daya| 2024 Sepanjang masih
berkaitan dengan penerimaan Pegawal N Eamiisa berlaku
Daftar posisi vang disediakan, jumlah Badan Kepegawaian ;
4 |formasi yang dibutuhkan, tahapan secleksi, Pengembangan Sumber Daya | 2024 mang masih
scria persyaratan dan kualifikasi; Manusia
Komponen dan standar nilai kelulusan Badan Kepegawaian E
5 |pegawai Pengembangan Sumber Daya| 2024 :Pﬂﬂlﬂﬂﬂ masih
Manusia
Dafltar calon pegawai yang telah lulus seleksi
& |pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih | nﬂgad‘“mh = ;P‘EHSH:EJGTDBH e Sepanjang masih
dari sutau tahap dan daftar pegawai yang beriaku
ol Manusia
diterima.
7 |Hasil Pcmlmn dari _scuap tahapan seleksi Badan Kepegawaian Sepanjang masih
penerimaan pegawai yang diitkutinya Pengembangan Sumber Daya| 2024
Manusia il
Informasi tentang penerimaan calon peserta didik 2024 Sepanjang masih
berlaku

Vi& |
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Dafiar posisi vang disediakan, jumlah

1 [formasi vang dibutuhkan, tahapan seleksi, Dina;ﬂ]‘;nﬁidlkan dan 20249 :II:-';l;juanE masih
seria persvaratan dan kualifikasi; s e
5 |Pengumuman penrimaan peseria didik Dinas Pendidikan dan 5024 Sepanjang masih
© |datam setiap lembaga pendidikan Kebudayaan berlaku
3 Pengumuman tata cara pendaftaran pesorta Dinas Pendidikan dan 2024 Scpanjang masih
didik dalam Setiap lembaga pendidikan; Kebudayaan berlaku
4 Pengumuman biava yang dibutuhkan Dinas Pendidikan dan 2024 Sepanjang masih
berkaitan dengan penerimaan pegawai Kebudayaan berlaku
- |[Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, Dinas Pendidikan dan 2024 Sepanjang masih
? Isenia persyaratan dan kualifikasinys; Kebudayaan berlaku
6 |Romponen dan standar nilal kelulusan )
pendidikan Kebudayaan berlaku
7 |Dafiar calon peseria didik dalam setiap 2024 Sepanjang masih
lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi berlaku
pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih Dinas Pendidikan dan
dari satu tahap dan daftar peserta didik Kebudayaan
dalam setiap lembaga pendidikan yang
diterima
5 |Ringkasan informasi tentang kinerja dalam Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
lingkup Badan Publik berupa narasi tentang Pariaman berfaku

realisasi keglatan yang telah maupun sedang
dlialnn.imnhmpahnnya yang

SekiFat@AUranEYa berisi:
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Penilaian kincrja Badan Publik yvang

I |digambarkan dengan capaian dalam target F‘cmngk;;?:;r:: s 2024 xm’a masih
vang ditetapkan dalam tahun tersehut
: . k masih
2 |Efisiensi dana vang dicapai; Ferang ';:2;::: Padang | n404 mﬂnﬂ
Dukungan sumber dayva manusia dan
anggaran uniuk mencapai taget Perangkat Dacrah Padang | o0, Sepanjang masih
3 liertemu dalam kurun wakiu satu tahun Papaman berlaku
kedepan:
Laporan scluruh program dan kegiatan yang Perangkat Daerah Padang Sepanjang masih
4 |ielah dijalankan; Pariamen 2024 berlaky
_ |Laporan umum dan keuangan tahunan Perangkat Daerah Padang n094 Sepanjang masih
i |Informas lain vang menggambarkan ) _
akuntabilitas program dan/atau Perangkat Dacrah Padang 2024 Sepanjang masih
Legiatan; Pariaman berlaku
- Data statitik tentang kegiatan bila ada Peranghkat Daerah Padanp 2024 Sepanjang masih
Paraman berlaku
Ringkasan Laporan keuangan vang sckurang Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
kurangnya terdir atas : Pariaman berlaku
1 Neraca dan laporan realisasi Anggaran Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
Pariaman berlalu
2 |Neraca laporan arus kas dan catatan atas 3 .
= " oy di cattan . Perangkat Daerah Padang Scpanjang masih
fLR2 ,-lwlﬁmgan yang disusun scsual Pari 2024 berlaky
——|desigan siandar akuntasi yang berlaku ki a
o8- |Dafgar W.n Investasi Perangkat Dacrah Padang Sepanjang masih
= Pariaman 2024 berlaku
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Peniloian kineria Badan Publik yang

| |digambarkan dengan capaian dalam target F"m“gknFLE:m“ Padang | onpg :ﬁ;“ﬁ sl
vitng ditetapkan dalam tahun tersebut ol
o S o - . g Perangkat Daerah Padang Sepanjang masih
2 |Efisiensi dana yang dicapai; Pariaman 2024 Eerlaky
Dukungan sumber daya manusia dan
anggaran untuk mencapai taget Perangkat Dacrah Padang 024 Sepanjang masih
3 ltertentu dalam kurun waktu satu tahun Pariaman , beriaku
kRedepan:
Lapumn selurah program dan kegiatan yang Perangkat Daerah Padang Sepanjang masih
4 |telah dijalankan; Pariaman i berlaku
_ |Laporan umum dan keuangan tahunan Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
= |Badan Publik terkait Pariaman berialku
6 |Infermasi lain yang menggambarkan ‘
akuntahilitas program dan/atau Perangkal Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
kegiatan, Parfaman berlaku
7 |Data statitik tentang kegiatan bila ada Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
Pariaman berlaku
Ringhkasan Laporan keuangan yang sekurang Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
kurangnya terdiri atas : Pariaman berlaku
1 Neraca dan laporan realisasi Anggaran Perangkat Daerah Padang 2024 Sepanjang masih
Pariaman berlaku
2 |Neraca laporan arus kas dan catatan alas .
laporan keuangan yang disusun sesuai Perangkat Dacrah Padang 2024 Sc;:anjang masih
[p25 [depRAm Spdar akuntasi yang berlaku Pariaman berlak
3-{Dal w Investasi Perangkat Dacrah Padang 024 Sepanjang masih
SHKNA |‘ Pariaman = berlaku
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plis didaii proses perumusan

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik vang Pejabal Pengelola Informasi 2024 Sepanjang masih
sckurang kurangnya terdiri atas @ dan DokumentasifDinas berlakii
Komunikasi dan Informatika
1 |Jumlah Permintaan informasi yvang diterima | Pejabat Pengelola Informasi 2024 Sepanjang masih
dan Dokumentasi/Dinas beriaku
Komunikasi dan Informatika
2 |Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Pejabat Pengelola Informasi 2024 Sepanjang masih
scliap Permintaan informasi dan Dokumentasi/Dinas berlaku
Komunikasi dan Informatika
3 |Jumlah Permintaan Informasi yang Pejabat Pengelola informasi 2024 Sepanjang masih
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnva dan Dokumentasi/Dinas berlaku
dan permintaan informasi vang ditolak. Komunikasi dan Informatika
4 |Alasan penolakan informasi Pejabat Pengelola Informasi 2024 Sepanjang masih
dan Dokumentasi/Dinas beriaku
Komunikasi dan Informatika
informasi tentang Peraturan dan atau Keputusan Bagi 4 Sepanjang masih
vang mengikat Publik yang dikeluarkan oleh a5 Him g berlaku
Daftar Rancangan dan tahap perumusan
bagi Peraturan, Keputusan dan atau ; Sepanjang masih
! ketetapan yang sedang dalam proses & FHukum 2024 berlaku
pembuatan
= - -
aftar Dakumen pendukung yang digunakan Bagian Hukum 2024 :ﬁiﬁ?ﬂg masih

SEKDA L~
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Daltar Peraturan, Keputusan dan atau F
3 [kebijakan yang telah disahkan atau di Bagian Hukum 2024 Eﬁﬂf"g e
ietapkan
Pejabat Pengelola Informasi 2024 Scpanjang masih
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh | dan Dokumentasi/Dinas berlaku
9 |informasi serta tata cara menyelesaikan sengketa | Komunikasi dan Informatika
Informasi
10 |informasi tentang tata cara pengaduan Pejabat Pengelola Informasi 2024 Scpanjang masih
penyalahpunaan wewenang atau pélanggaran dan Dokumentasi /Dinas herfaku
vang dilakukan baik oleh pejabat badan Publik | Komunikasi dan Informatika
maupun pihak yang mendapatkan izin atau
perjanjian kerja dari badan publik yang
bersangkutan
Informasi tentang prosedur Peringatan Dini dan
11 |prosedir evakuasi keadssn darurat di setiap PR e 2024 o S R
kantor dan badan Publik
12 Informasi tentang pengumuman pengadaan Bagian Pengadaan Barang 2024 Sepanjang masih
barang /jasa Perangkat Daerah dan Jasa beriaku
BUPATI ANCY PARIAMAN,
AF KOCRRINASI
|
orInd |
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR AY%4 JKEP/BPP/2024

TANGGAL 2 Me!

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN

2024

2024
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
PENANGGUNG JAWAB BENTUK INFORMASI YANG .
RETENS! ARSIP| KODEFIRASI
NO RINGKASAN [S] INFORMASI PEMBUATAN/PENERBIT WAKTU TERSEDIA
INFORMASI CETAK | REKAM | ONLINE
I |informasi tentang ferda, Peraturan Bupati,
Surat Aepuiusan Bupati, Surat Keputusan ;
Kepala Perangkatl Dacrah dan Kebijakan F"mm:inf::’“h" Bagian 2024 v v Sd“’h:ﬂﬂ 'I“‘“'h -
Perangkat Darrah sekurang kurangnya terdin N
amms o
Dokumen pendukung sepert Naskah
1 Akndemis, kajian, atau pertimbangan yang | Perangkat Daerah/Bagian 2024 % i Selama masih )
mendasari terbitnya peraturan, keputusan Hukum berlaku
dan kebijakan tersebul.
2 Masukan-masukan dari berbagai pihak atas| Perangkat Dacrah/Bagian 2024 N v Selama masih
peraturan keputusan atau kajian tersebul. Hukum berlaku
Risalah rapat dari proses pembentukan ,
3 |peraturan keputusan atau kebijakan Perangkat Dacrah/Baglan 2024 v v || Selamamash
Hukum berlaku
ErDA m‘ih [ !
I ancaggan peraturan keputusan atau Perangkat Daerah/Bagian 2024 v v Sclama masih .
ClL Hehl but Hukum berlaku
“I=|Taha rumusan peraturan, keputusan, | Perangkat Daerah/Bagian an44 . - Sclama masih .
vi {71 |atswrkébijakan tersebut Hukum berlaku
L ﬁ, i uran, keputusan, kebijakan Perangkat Daerah /Bagian 2024 o I Selama masih i
e @? erbitkan Hukum berlaku
NALAD VAU |




Seluruh informasi lengkap yvang wajib di

7 |sediakan dan di umumkan secarn berkala F""““Ek“m;f:;h" Raglan 2024 &Tﬁ m'““‘h
sehagaimana dimaksud dalam pasal 11

Informasi tentang organisasi, administrasi, Parangkat Daerah Padang Selama masih

kepegawaian, dan keuangan, antara lain: Pariaman 2024 berlaku
Pedoman pengelolaan administrasi, Parangkat Dacrah Padang Selama masth

1 ; 2024
personil, dan Keuangan Pariaman berlaku
Profil Lengkap Pimpinan dan pegawai yang
meliputi nama., s¢jarah karir, atau posisi,

o |sejurah pendidikan, penghargaan, dan Parangkat Dacrah Padang 2024 Selama masin
sanksi berat vang pernah diterima Pariaman berlaku
Anggaran badan Publik secara umum Parangkat Daerah Padang 2024 Selama masih

3 |maupun secara khusus unit pelaksana Pariaman berlaku
teknis serta laporan keuangannya
Data sististik yang dibuat oleh badan Parangkat Daerah Padang Selama masih

4 |publik Pariaman 2024 Beslabm

Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan | Parangkat Dacrah Padang 2024 Selama masih

publik dalam rangka pelaksanaan tupoksinya Pariaman berlaku

Informasi tentang perjanjian dengan pihak Parangkat Dacrah Padang 2074 Selama masih

ketiga serta dokumen pendukungya Pariaman berlaku

Symaral-syaral perizinan, izin yang diterbitkan,

dan [/ atau tdak dikeluarkan, berikut Parangkat Daerah Padang 2024 Selama masih

dokumen pendukungnya dan laporan penatsian Pariaman berizku

izin vang diberilcan
|10 VANG
a M AUDRLINAS ,
- !n_?::rmn:t Juklak/Juknis, Buku Parangkat Dacrah Padang 2024 Selama masih
p@ﬁ:ﬁ;ﬁ PD, SPM, SOP dan IS0 Pariaman berlaku
!
- . LW & -I: LY i. ___.
111 ﬁumﬁbi:f g kajian, Naskah Akademis Parangkat Daerah Padang 2024 Zelama masih
7?‘ : buat oleh SKPD Pariaman berlakuy
Kl s




. > A Parangkat Daerah Padang v Selama masih

8 |Data perbendaharaan atau inventarisasi Pariaman 2024 beslaku

9 Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Parangkat Daerah Padang 2024 v Selama masih
Publik Pariaman berlaku

g ey . Parangkat Dacrah Padang v Selama masih

10 |Agenda kerjn pimpinan Badan Publik UL 2024 berlal
Informasi mengenai kegiatan lavanan informasi
publik yang dilaksanakan,sarana dan

11 |prasarana lavanan informasi publik vang Parmangkat Dacrah Padang 2024 v Selama masih
dimiliki, serta kondisinya, Sumber daya Pariaman berlaku
manusia vang menangani layanan informasi
publik berserta kualifikasinya.

Informasi Jumlah jenis dan gambaran umum

12 |pelanggaran vang dilaporkan oleh masayamakal W; mi arah Pasang 20249 v Selr:;akm:aih
seria laporan penindakannya -

13 Informasi Daftar serta hasil penelitian yang di | Parangkal Daerah Padang 2024 = Selama masih
lakukan Pariaman berlaku
Informasi dan kebijakan vang disampaikan :

14 |pejabat publik dalam pertemuen yang terbuka | PRNEKat Dacreh Padang 2024 I (b e
untuk umum s
Daftar informasi publik lainnya vang .

Parifaman berlaku
undang
- Parangkat Daerah Padang - v Selama masih
16 |Aplikasi e-Government Perinman 2024 boctila
BUPATI PADANG PARIAMAN,
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PARAF KOORDINAS! | 4
|

SEKDA |

IR
BICH

fUi|

(SU HATR] BUR




LAMPIRAN Tl

REPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR Z2&4#% [KEP/BPP/2024

TANGGAL
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFOEMASI FUBLIK DI LINGKUNGAN

7 Mel

2024

PEMERINTAH KABUFPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN SECARA SERTA MERTA

PENANGGUNG JAWAB BENTUK INFORMASI YANG CETENSI ARSI |ROPEFIK
RO RINGRASAN I1S! INFORMASI PEMBUATAN/PENERBIT WAKTU TERSEDIA ASI
INFORMAS] CETAK RERAM ONLINE
Ancamnn kKeamanan kesehatan Perangkat Dacrah Padang
2024 ¥ berlaku -
: masvarakat Pariaman Selama
2 Ancaman ketertiban umum thngkaFt Dacrah Padang 2024 . Sclama berlaku -
3  |Ancaman bencana alam Peranghat Dacrah Padang 2024 ¥ Selama berlaku -
Partaman
Informasi tentang bencana alam seperti Perangkat Daerah Padang . <ol harkibax i
* kekeringan, kebakaran hutan Pariaman L .
Informasi karena faktor alam, hama
penyakit tanaman, epidemik, wabah,
5 |kejadian luar biass, kejadian antarikss P‘“”““;:‘g;““’m“" Skl 2024 v Selama berlaku .
atau benda-benda anglknsa
fan bencana
industri
mpak industri, Pers
6 cemaran lingkungan et Daoralt, P 2024 v Selama berlaku -

]

(AN

ol eyl

b—

Pariaman

TR 14




Bencann sosial seperti kerusuhan

sosinl, konflik sosial antar kelompok Perangkat Dacmah Padang W | Yeatal

nau antar komunmias masvarakat dan Pariaman 2024 Se

teror

informas: tentang jenis. pescbaran dan P gkat Dacrah Padan

dacmh yang menjadi sumber penvakit Parigman 2 20245 ¥ Selama berlaku

viing berpotenst menular

Inlormas: tentang racun pada bahan

makanan ving dikonsumsi oleh F ) h Pad

masvarakat atau Informasi tentang El;ga 2024 v Selama beriaku
¥ aman

rencaana gangguan terhadap utilita

spublik.
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ‘1-’-{-‘;( /KEP/BPP/2024
TANGGAL 2 Mme! 2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMAS!] PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUFPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MO

RONTEN INFORMASI

DASAR HUEUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN KONSEKUENSI

AKIBAT BILA DIBUKA MAMFAAT JIKA DITUTUP

KEARSIPAN
Arsip doftor orang yang masuk G30 |UU Neo.14 Tahun 2008 tentang KIP, Passl |Sampai ada Persetujunn dari |Menguksp Rahasia Pribadi | Melindung data Pribadi
1 S/PKIl dan organisasi terlarang 17 huruf h don hurof § ;U0 No.43 Th orang ynng bersanghutnn
Indmyn 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 |/ pihak yang berwenang
hurufh ;
Arsip Peta Foto Udara UL No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Selama didalamnya masih Mengukap Kekayaan Alam  |Melindungi penyvalahgunaan
2 17 buruf d ; UU No. 43 Th 2009 tentang |terkandung potensi kekayaan  |dan rahasia negara eleh pihak yang tidak
Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d alam Indonesia berkepentingan
Peta Lolasi Penyimpanan Arasip Ul No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Selamn masih berlaku Menpgungkap memorandum |Kerahasian lokasi terjngn
17 hurul 1 ; UU Ne. 43 Th 2009 tentang ntan surat-menyurat yang
3 Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Hurufi menurut zifainya
PARAF KOORDINAS! e
— e et
4 qnni m 2|
W UU.No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Selama masih berlaku Menghambat proses Menvediakan data Lengkap
17 pencgakan hukum vang terlindungi Dalam

prozes penegakan hukum




pentng yang pesiu dimhasinkan

Dokumen karya intelekiual oleh [UL.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, {S¢lama masih berdangsung Menggangmu kepentingan Melindungi hak atns
lembagn / swasta/kelompol/pero |pasal 44 tahan ayat [1) dan |2) penyelenggarnanya perlindungan hak kekayaan |Kekavaan intelektual
rapgnn Intelekmual

Data Informasi persalanan dan  [UU Ne 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, [ Selama status Perlindungan Membahayakan pertabhanan |Melindungi Pertahanan dan
keamanan negam pasal 44 inhun ayat (1) dan (2) Mazih berlaku dan keamanan negara keamanan negara

Dot kekavann alom yang yang  |UU.No 43 Tahun 2009 ientang Kenrsipan, | selama masith berlaku Penguknpan pengunsann Melindungi kekayaan alam
chilindung pasal 44 tahun ayat (1) dan (2] atns sumber dungikekaysan |yvang dilindungi

alam yang dilindungi
Data detal stok pangan, produlk [ULLNo 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, |selama masih berlaku Merugikan ketahansn melindungi pengaturan
jokal dalmm negen kewnhanan  |pasal $4 mbun ayar (1) dan () ekonomi dan dupst pangan dan tidak
ckonomi meresahkan masyarakat menimbulkan kekhnwntirnn
mitay irakal
. |Akia otentik yang bersifat PribadilU'U.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, | selama masih berlaku merugikan kepentingan melindungi kepentingan

diany wasinl pasal 44 tabun ayat (1) dan (2] kepemilikan pribadi kepemilikan Pribadi
Memorandum/ surat-surat UU.No 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan, |selama masith berlaku MENEEAnERY Proses welancarkan proses

ungkap rahasianya

pisal 44 ahun ayat (1) dan (2) Pelak=anaan Kegintan Pelaks=mnann Kegiatan
Disposisi surnl pimpinian UL No. 14 th 2008 tentang KIP, pasal 17 |seluma belum adn tindak Ianjut| Depat menganggu proses mengamankin proses
huruf i dari SKPD Pengelola Surat Penyununan Kebijaban Penyusunan Kegialan
|BIDANG KEPENDUDUKAN
Data Pribadi Penduduk UU Mo. 14 tahun 2008, pasal 17 huwula |Sampal dengan terbitnya Dapat mengukap rabasia | Melindungi rahasis pribadi
dan huruf |, UU no. 23 tahun 2016 keputusan pribadi sesearang seseorang
tentang Administrasi Kependudukan Mendagr/CGubernur/ bupati/
pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), | Walikotaf1entang izn untuk
(2], dan (3) memperoleh data pribadi
prntudiak,
|BIDANG KEPEGAWAIAN
Rincian hasil Uji Kompetens: PNS UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP, Pasal |Sampal ada persetujuan dari  [Mengukap rahasia pribadi  |Melindungi rhesia pribadi
17 hurulh PNS vang bersanghkutan seorang PNS sesearang PNS
UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal | Sampai ada persetujunn Mengukap mhasia pribadi  |Melindungi reahasia Pribadi
17 huruf h tertulis dan tenngn pengajnr seorang PNS scorang PNS
yang tevalunsi
UL Ne.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Sampal ada persetujunn Mengukap mhasia pribadi | Melindungi rahasia Pribadi
17 burul h tertulis dori PNS/ pejabal yang |seorang PNS scornng PNS
bersanghkutan
UU No. 14 mhun 2008 tentang KIP, Pasal |Sampat anda persetajuan menguagkap mhasia pribadi |Melindungi rmbasia pribacdi
17 hurul b teriulis dar pibak yang akan di |seorang PNS scorang PNS




Data Hasil Tes Potensi/ Kompeiensi

UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP,

Sampal adn persetujuan

mengunghkap rmhasia pribadi | Melindung rohasia pribadi
PNS/ Pejabo Pasal 17 hurafh tertulis dari pithak yang akmn di [seorang PNS seorang PNS
ungkap rmhasianya
12 |ldentitas PHS vang diduga UU Na. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|sampai ada keputusan tetap  |Dapat menghambat proses | Memperlancar proses
melanggnr disiplin L7 hurul o dan horaf h penegakan hukum, penegakan hubkum, Menjaga
Mengukap rahasia pribadi  |rabasia pribadl seorang PNS
seorang PNS
13 |Data Rencann Penempatan ULT No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|Sampai dengan penyerahan SK |Dapat menggangu prosea Mengamankan proscs
PNS/CPNS 17 hurufi penvusunan kebijakan penyusunan kebijakan |
14 |Dokumen Hasil Sidang Baperjakar  |UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Selama masih berlako dan dapat mengukap rahasia mengamankan proses
(notulen pertimbangnn/ 17 huruf h dan i diperlukan dalam pengambilan |pribadi scorang PNS, Dapat |penyusunan kebijakan
rekemendasi daltar nominasi/ keputusan yang terkait mMenganggu proses
rangking Pejabat Stukiural penyusunan kebijolcan
menghambat kesul=esan
kebijalkan karena adanya
pengukapan secara
prematur
15 |Dokumen pengakatan, pemindahan |UU Ne. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|Selama masih berlalu dan dapat menggangay proses |\ mengamankan proses
dan pemberhentian PNS dalam dan |17 hurafi diperfukan dalam pengambilun |penyusunan kebijakan penyusunan kelyjakan
dari jabatan struktural keputusan yang terkait menghambat kesuktsesan
kebijakan karena sdanya
pengukapan sccara
16 |SK Pengakatan, pernindahan dan ULl No. Tahun 2008 teniang KIF, Pasal 17|Selama proses penctapan SK  |Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan
pemberhention PNS dalam dan dari  |huraf i sampai dengan mulai penyusunan kebijakan
jabatan struktural Berlakunya SK (pelantikan) |menghambat kesuksesan,
Kebijakan karena adanya
Pengukapan secara
Prematur
17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|Selama proses penetapan SK |Dapat menginggu proses  |Mengamankan proses
17 hurufi sampai dengan mulai penyustinnn kebijalon penyusunan kebijokan

Berlakunya SK (pelantikan)

menghambnat Resuksesan,
Keobijakan karena adanya
Pengukapan secirm

Prematur




18 [Intrumen Tes Potensi/Rompetensi  |[UU No. 14 Tahun 2008 teniang KIP, Pasal|Sclrma mnsih berlalou dan dopat mengahambat proses |mengamankan proses
PNS/ Pejabat I7T humafi diperlukan dalam proses ten  |penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
potensifkompetensi
PNS/pejatat
19 | Hasdl ldentifiknsi potensi PNS UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Selama mnsih berlaku dan dapst menghambat prosea  |Mengamankan proses
Pasal 17 Tahun i diperiulean dalam pengambilan |penyusunan kebijakan, penyusunan kebijakan,
keputusan yang teckail dapat mengukap rahasa melindung rahasin pribadi
bl | seorang PNS
20 |Inmrumen Penilain Kinerja UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal| Selama masih berlaku dan dapat menghambat proses |Mengamankan proses
NS/ Pejabm 17 hurufi diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan penvusunan kebijalan
Hain kingrs
21 |Soul Tes CPNS UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |sampal selesal pelaksanaan tes |dapal menghambat proses  |mengamankan proses
17 huruf h dan hurufi penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
22 |Dma Nilai dan rangking peserta U No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Sampai dengan pengumumnn  |dapat mengukap rahasia melindungi rahasia pribaodi
ujian tertulis selebsi CPNS 17 hurul b dan hurof i pribadi secorang PNS, dapmt  |secorang PNS, Mengamankan
menghambal proses Proscs penyusunan
penyusunan kebijakan kebijakan
23 |Dokumen penilain kinerja Kepala UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |selama massh berlaku dan dapat mengukap rahasia melindungi raha=ia pribadi
Sekolah 17 buruf h dan hurufi diperlukan dalam pengambilan |[pribadi scorang PNS dapat  [scorang PNS Mengamankan
keputusan yang terkait menghambat proses proses penyusunan
penyusunan kebijakan kebijakan
24 |Dokumen pengakatan, pemindahan |[UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |selama masih berlaku dan dapat mengukap rahasia melindungi rahasia pribadi
guru PNS Dalam tugas tambahan 17 huruf h dan huruf i diperlukan dalam pengambilun |pribadi seorang PNS dapat  |secorang PNS Mengamankan
sebagai Kepala Sekolah keputusan yang terkait menghambat proses proses penyusunan
penyusunan kebijakan kebyakan
25 |SK pengakatan, pemindahan Guru  |UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasallsclama proses penetapan SK | Dapat menghnmbat proses |mengamankan proses
PNS dalam tugas tambahan scbagal |17 hurufi sampai dengan mula Penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
kepala sekolah berlalunya SK
B e
26 |Daftaf nilni DPS BNS(A Ull. No 14 Tahun 2008 tentang KIF, Pasal|selama mnsih berinku Dapat mengukap rahasin Melindung data pribadi PNS
ﬁ |—| - 17 hl-lnl:l'i 'E'I'i.bﬂdl “E}TMS vang bersiing rahnsia
] UH
Il'! ":1'. (! "' q,l ‘]l d}




27 |Keputusan Perjatuhan Hukumas UL, Bo 14 Tahun 2008 teniang KIP, Presl|Sampai dengan nida Dapal menghambat proses  |Membanm kelancaran
Msiplin PNS 17 humf a, hurul h dan huraf persetujoan dori PNS Yang penegakan hukum Dapat proses penegakan hukum,
dijatuhi hakuman disiplin mengukap rahasia pnbadi  [{melindung rahasia pribadi
seorang PNS Dapat scomang PNE Mengamankan
menghambat proses proses penyusunan
penyusunan kebijakan kebijakan
28 |Keputusan ijin/ ketermngan tentang  [UU Noo 14 tahun 2008 tentang RIP, Pasal |Sampai dengan ada Dapat mengukap rahasia Melindungp rahasia pribadi
peacerun PRNS 17 hurul b dan haral' i persetujuan dari PNS Yang pribadi scorang PNS Dapat  |scorang PNS Mengamankan
dijatuhi hukuman disiplin menghambat proses proses penyusunan
penyusunan kebijakan kebijakan
49 | Dokumen pengelolnan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Sampai dengan ada Dapat mengukap rabasia Melindung dara pribadi PNS
kepegawan:iKenalkan pangkat, i7 hurulh pereetujunan dari PNS Yang pribadi scorang FNS yang bersifot rmhasia
kenuiknn gt betkaln, mutas, dijatuhi hukuman disiplin
Pensiun, dan admtmistris)
kepegawain)
HIDANCG POLITIN DAN KEAMANAN
30 |Kegmian Intelijen terkait dengan UU No. 14 ahun 2008 tentemg KIP, Pasal |Selama pengukapanya Dapat membahayakan Menjaga pertahanan dan
ideolog politik, soxnl, budaya dan |17 hurul ¢; UU Ne. 3 tahun 2002 tentang |membahayakan atey merusak |pertohanen dan kemanan  |keamsnen negara (stabilitns
keamanan sern penanganan kasus |Pertahanan negam sumber sumber dan metode negam daerah dan wilayah
yang menganggy masyarakat intelijen yang sensitil
31 |Nomor Polisi Rehasia Mohil Jabatan |UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal {aclama masih berlalu Dapat membahayalan Terlindungnya keamanan
17 huruf e keamanan penjabat daerah | pejabat daerah baik secara
secara Kedinassn kedinasan
BIDANG LINGEUNGAN HIDUP
32 |Prosed penyelesnin perkarn vang UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal | selama ada persetujuan tertulis| Dapat menphambat proses |membantu kelancarmn
i LH 1T hurula dari pthak-pihak yang penegakan hukum proges penegakan hukum
PARAF KOCROINAS | Pers el
k) Wﬁuﬁ: UU No. 14 wnhun 2008 tentang KIP, Pasal |sampai dengan selesainya Daput menghambat proses  |Membantu kelancaran
1l 17 hurufa pengnwnsan usaha/keginian negakan hukum proses penegakan hukum
34 UL Ne. 14 tghun 2008 tenteng KIP, Pasal | sampid dengan diserahkan Dapat menghambat proscs

FLOAL Biiying

1 L

17T hurufa

kepada penuntul (jaksa)

penegakan hukum

Membantu kelancaran
proses penegakon hukum

— e e L ]




BIDANG PERERKONOMIAN

35 |Umulin cnlon pencnmn bantuan UL No. 14 tnhun 2008 teninng KIP, Pasal |sampal dengan diterbitkanyn | Dopat menyebabkan melindung calon penerima
samal hidiang pertanian dan bantuan (6 ayat{3jhurafl b, KIP, Pasal 6 keputusan Gubernur persaingan usahi yang bantuan dari persaingan
pengan avat(3fhurul b persaingan usaha yang tidak |usaha yang tidak sehat

schat dapat menghambat mengamankan proses
kesuksesnn proses penyusunan kebijakan
penyusunan kebijoloun

36 |Rencann Alokasi bersubsidi UL No.l4 tahun 2008 tentang KIP, pasal |sampai dengan diterbitkanyn  |Dapat menyebabkan melindungi calon penerima

& avat3hural b, Pasal 17 hurufb dan | |[Keputusan Gubernur persaingan usaha yang tidak | bantuan dan persaingan
schat dapat menghambat usaha yang tidak schat
hesuksesan proses mengamankan proses
penyusunan kebijaknn penyusunan kebijakan

37 |Rencana Alckasi Dana Talangan UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17|sampai dengan diterbitkanya |dapat menghambat mengamankan proses
untuk knbupaten huruf i Keputusan Gubernur kesuksesan proses penyusunan kebijnkan
BIDANG PEMERINTAHAN

38 |Hnjinn Pemenninh Pusat dan Benta |UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |sampat dengon selesainye Dapat merugikan keiphanan |Melindung ketahanaen
Acarn Pelepasan Tanah Kas Desa 17 huruf e dan i proses pelepasan tanah Kas ekonomi nasienal dapat ekonomi nasional

Desa menghambat karena adanya |Mengamankan proses
pengunghkapan secara penyusunan kebijakan
prematur

39 |Kajinn telnis penetapan lokasi dan  |UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal [sampai terbitnya SPILP (surat

basic Design Pengadaan dan basic
Design Pengadaan Tanah untuk
kepentingan umum/non

kepént

17 huruf & dan 4

persetujuan penetapan lokasi
pembangunan)

Dapat merugibnn ketphanan
ckonomi nasional dapat
menghambat karena adanya
pengunghapan secara
premaiur

chonomi nasional
mengnmankan proses
penyusunan kebijakan

UU Neo. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal
17 haruf e dan i

Sampai dengan selesainya
proses pengadian tanah

dapat merugikan ketahanan
ehonomi nasional dapat
menghambat karenn adimym
pengungkapan secara
prematur

melindung ketnhannn
ckonomi nasionnl
Mengamankan proses
peovusunan kebijakan




41 |Pertimbangan teknis tukar-menukar [UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |sampad dengan ditetapkanya  |dapat menghambat kelancaran proses wknr
divn pinjam pakad kawasan hutan 17 hurufi keputusan/perjanjian tukar- |kesuksesan kebijakan menukar dan pinjam paka:
menukar dan pinjam pakad Imengganggu keberhasilan  |sesund dengan ketentuan
proses negosinsi yang akan
atau sedang dilakukan)

42 |DBokumen pengusulan pengesnhan  (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|sampai penerbitan keputusan  |dapat menghamba mcngamankan proses
pemberhentinn dan pengakatan 17 hurufi kesuksesan kebijakan penyusunan kebijakan
kepala/ wakil Kepaln Daerahi karena adanya pengukapan

secara prematur

43 |Keputusan Medagr tentang ULl No. 19 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal|sampal dengan Penyerahan SK|Penyershan SK dapat mengamenkan proses
perestunn PFemberhentinn dan 17 huruf menghambat kesuksezan penyusunan Kebijakan
pengakaian kepada/wakil Kepala kebijakan karena edanye
IYacrnh karena adanys pengukapan

Secira prematur

44 |Proscs Penciapan Reputusan UL No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |sampai dengan penerbitan dapat menghambat mengamankan proses
Gubermnur Sumbar tentang bural'; keputusan kesuksesan kebijalcan penyusunan kebijjakan
Peresmian Pemberhentian dan karena adanya pengukapan
peresmian pengnkntan penggant secaTa prematur
antar waktu anggota/Pimpinan
DPRD Padang Pariaman
Peoyaringan Bakal Calon Wali UU No. 14 Tentang 2008 tentang KIP, |Selama diperlukan Dapat menghambat Mengamankan proses

45, [Nogani Pas=al 17 Herufi pengecualiznya kesuksesan kebifakan penyusuman kebijakan

46 [Naskah ujian tertulis bag balkal UU No, 14 tentang 2008 tentang KIP, Selama diperiukan Dapat menghambat Mengamankan proses
calom Wali Nagan Pasal 17 Hurufli pengecualianya kesuksesan kebijakan penyusunan kebijakan
BIDANG FERSANDIAN DAN
TELEKOMUNIKAS]

47 |Benits sand: UL No 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17  |Selama beritn masih bersifat Dapat membahayakan Melindungi pertahanun dan

huruf c angka 6 rahnsia pertahanan dan keamanan | keamanan negara
PARAF KGORDINAS! | Nagare
a8 -

yLEy S ey

UL No 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17
huruf ¢ angka 6

Selama pengulkapannyn
membahayakan keamanan
negarn

Dapat membahnayakan
pertahanan dan keamanan
negara

Melindung pertahanan dan
kramanan nogara

|'Ll- W Lr:r:'.l"a ::L‘
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Peranghkat Khusus persandinn

UU He. L4 th 2008 tentong KiPPasal 17
huruf ¢ nngka 6

Selama pengungkapanya

Dnpat membahayalkan

Melindung pertahanan don

mmrwnqnmmml

persamgan yang tdak sehat
aniar pelaku usahn
pertambangan dalam
menjalanknn kegintan
usahanya

membahayakan keamanan pertahanan dan keamanan  |kenmanan negara
negara negars
50 |Kunel sistem sandi UU No, 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Selama pengunghapanya Dapat membahayalan Melindungi pertahonan dan
huruf e angka 6 membahayakan keamanin pertehanan den Kesmonan |keamanan negara
negara negara
51 |Penempoaian jaringan, peralatan ULl Ne. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Selama pengungkapanya Dapst membahayaian Melindungi pertahanan dan
sandi dan tempat kegiatan sanedi hurul e angka 6 membahayakan Keamanan pertahanan dan keamnanan |keamanan negura
negara negara
52 |Jalur Komonikasi VVIP UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf e Selamn pengungkepanya Dapat membahayalkan Melindungi pertahanan dan
angka 5 membahayakan keamanan pertahanan dan keamanan |keamanan negara
negara negara
53 |Frekuensi Radio Kemunikasi UU Ne. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Selama pengungkapanya Daput membahayakan Melindungi pertahanan dan
Persandian hurul ¢ angka 6 membahayalan keamanan perishanan dan keamanan |[Keamanan negara
negara negara
54 |Berita/Radiogram rahasia UU No. Th 2008 wntang KIP Pasal 17 Selama pengunghkapanya Dapat membahayakan Melindung pertahanan dan
huruf ¢ angka 6 membahayakan keamanan pertahanan dan keamanan |(keamanan negarn
negara negara
BIDANG ENERGI DAN
SUMBERDAYA MINERAL
55 |Dokumen ijin ussha pertambangan |UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 |selama masih berlnkoa Diapat menimbulkan Melindung pelaku usaha
{IUF) syat (3] hurul b dan 17 hurul b

periambangan dari
persungan yang bak sehat

I ""”‘F"{HW

UU No. 14 Th 2008 1entang KIP Fasal 6
ayat(3) hurul b dan 17 huruf b dean

Sampni dengan terpilihnys

Dapat menimbulkan
persaingan vang tidok schat
antar pelaku usaha
pertumbangun dalam
menjalnnkan kegintan
usahanya dapai
mengukaphan kekavaan

alam

melindungi pelaku usaha
pertambangan dan
persaingan yang tidak sehat
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Data Teknis Potensi Adr Tanah

UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 1T
hurul d

Selama potensi mir tennh
diperldrakan

DAN OLAHRAGA

BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA

Dapnt mengukaphkan
kekavaan alam

mempermudnh pengaturan
dan pengelolaan SDA

Neskah Soal UN/UNPK/UASEN, dli

ULl No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17
hurufi

selama masth berlaku

Membocorkan rehasia
negara

Melindungi rmhasia negara

Proses scanning UN /UNPK /UASBNR

Ul No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17
huruli

Selamn masih berlaku

Membocorknn rahasia
negara

Melmdungi rahasin negara

60 |Hasil Test kemampunn fisik UU No, 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 [ Sampai ada hasil lest Dapat mengukapkan rahasia| Melindung rahasia pribacli
huruf h femam fisik pribadi seseorang sessorang
61 |Haszil Reseacch and Development di  (UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 [Sampni dengan diperolehnya | Dopat menggangea melindung hak atos
bidang IPTEK Olahraga huruf b sertifikat HAKI kepentingan perlindungan  |kekavaan intelectual
hak atas kelayann
intelektunl
BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
62 |Dokumen Perjinan beseria UL Ne Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 |Selsma dokument masih Dapat mengulap data melindung data
Inmpimnya huruf b berlnlou perusahaan [ perorangan perusahaan perorangan
vang bersifat rahasia yang bersifat rahasin
63 |Catatan Penilain Review Terhadap  [UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Paszl|Selamas riset masih berlansung |Dapat menghambat Mengsmankan kesulkisesan
Riset Ungmulan Daerah 17 hurufi kesuksesan kebijakan kebijakan karena adanya
larena adanye pengukapan |penguknpan secara premaiur
SECArE Premmtur
64 UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |sampai ada ijin tertulis dari Dapat mengukap rahusia melindungi rahasia pribacdi
hurulh angka 3 debitur yang bersangkutan pribadi sescorang di bidang [debitur
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Datn keunngan Industri Keeil UL No. 14 Pasal 17 hurul b Sampai ada persetujuan Dapat mengukap rahasin melindung: rahasia pribadi
Menengah {IKM) dan usaha Dagang tertulis dari pemilik IKM dan  |pribadi sescorang di bidang |seseorang di bidang
Kecil Menengah UDKM) UDKM keuangan keunngan

66 |[Surat keterangan Asal{SKA) barang, |UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |sampai ada ijin tertulis dari Dapat menimbulkan Menjaga iklim usaha
penerbitan Surat Pemberitahuan hurafl b pihak yang berwenang persaingan usaha vang tidak | kondusif
Ekspor Kopi [SPEK), Pencrbitan sehat
Angka Pengenal Impor{API) dan
dokument lainya di bidang
perdagangan luar negen
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN,

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
67 |Peta Batas Kawasan Hutan Digital  |UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 Selama diperakan masih sda | Dapat menyebahknn Menjaga/melindungi batas
huruf d rusaknya kekayaan negara  |kawssan hutan negara
|[kordinat batas kawasan
hutan negarn)

68 |Dakumen pelanggaran hutan yang |UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal |Sampai dengan proses F21 Dapal menghambat proses |Proses pencgakan hukum
terkait dengan peredaran 17 huruf a penegakan hukum berjalan dengan lancar
penatausahaan hasil hutan /illegal (mempengnruhi proses
loging/illegal trading yang masih penyelidikan dan
dalam proses penyidikan)

69 |Hasil penelitinn potensi sumber daya |UU No. 14 talan 2008 tentang KIP Pasal |Setelah dinyatakan untuk dopat mengukapkan melindungi/menjaga
Mers dan fauna yang masih dalam 17 huruf d publik keknyaan alnm indonesin keknyaan alam indonesia
proses identifikasi (eksplaitasi yang tidak [sumber daya plazsmna nutinh)

terkendali oleh pihok yvang
proAcwanoniyacl tidals berhak]
70 ust UU Ne. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal |Sampai selesainya proses dapat menghambat proses  |Proses penegakan hukum
17 hurul a pengusutan penegakan hulkum berjalan dengan lancar
[mempengaruhi proses
penyelidikan dan
penvidikan]




Peta kekayaan sumberdaya kelautan |UU Ne. 31 th 2004 tentang Perikanan UU {Selama diperkirakan masih ada|Mengalibatkan persaingan  |Melindung kekavaan alam
don perikanan laut No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 potensi sumber daya usaha tidak sehat
huruf d dun j UL No. 45 tzhun 2009
tentmng Ferubahon awns UU Nomor 31
tahun 2004 fcnlang perikanan
72 |Hasil Uji Laboratorium untuk UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Selama masih berlaku Mempengaruhi pemasaran  |Perusahaan dapat
keperluan ekspor huraf | dari produk tersebut, karenajmemperbaiki kesalahan
hasil uji tersebut bersifat [hasil ujl | melahai
temporer peninglkatan
u
73 |Rencona Operasi Pengowasan UU Ne. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampa pelaksanann opermnsi Dapat menghambat Mengamankan kesuksesan
Penanghkapan lkan huruf i leesuksesan kebijakian kebijakan karena adanyn
karena adanya pengukapan |pengukapan secara prematur
fFoCala F‘Iﬂmﬂtlﬂ'
BIDANG KESEHATAN
74 |ldentitas Penderita HIV/AIDS UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pnsal 17 |Sampai ada persetujunn Dapat mengukap rahasia | Melimdungi rahasia pribadis
hurul h tertulis dari vang bersangkutan | pribadi seseorang seseOrang
75 |Dokumen Rekam Medis termasuk  |UU No. 29 tahun 2004 tentang praktck  |Sampai ada perintah Dapnt mengukap rahasin - |Melindungi rahasia pribadi
Nomor Registrasi Rekam Medis kedokteran, pasal 47 ayat{2}, UU No. 14  |hakim/pengadilan pribadi pasien pasicn
th 20058 tentang KIP, Pasal 17 huruf h
dan i UL No, 36 th 2009 rentang
keschatan pasal 57 ayat (1)
76 |Laporan kasus/diagnesis penyakit |UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th |sampai ada persetujuan Dapat mengukap rahasin melindungi rahasia pribadi
pasicn 2008 tentang KIP, Pagal 17 hurul b dan i, [tertulis doari pasien pribadi pasien pasien
ULl No. 36 th 2009 tentang kesehatan
pasal 57 avar (1]
77 |ldentitas subjek penelitinn dalam Ul No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal | Samapi ada persetujuan Dapat mengukap rahasia melindung mhasia pribadi
mnm peagembangan kewehatan |17 hurulh dan i, UU No. 36 th 2009 tertulis dari subjek penelitian | pribadi pasien pasicn
e ackdcaenctd tentang keschatan pasal 44 ayat (3] yang bersangkutan
SEInA L
-.“. In"--'fJL . {
78 |RaHhasia kedokicran, yaitul UU No. 29 tahun 2004 tentang prakick  |[Sampai ada persetujuan Melangear rahasia jabatan  [Melindung rahasin pribadi
pmrd:‘nnm dokter d rangka kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf |tertulis dan pasien dopat mengukap rahasia pasien
pengobatan-dan dica rekam|c, UU No, 14 th 2008 tentang KIP, PASAL pribadi pasien

B{3JHURUF D, Pasal 17 hurulh dan i




/ |

f 79 (Hasil audit medik pada sarmann UL No 29 tahun 2004 tentang prakick Sampad ada persctujuan Dapnt mengukap mhasia Melindungi rahesin pribadi
keschatan kedokieran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 |tertulis dari pasien pribadi pasien pasien dan citra sarana
Ul Ne. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal kesehatan
6 ayat (3) hurul d, Pasal 17 huruf h dan
80 |Hasil audit terkait dengan medical  |UU No. 29 tahun 2004 tentang proktek  [Sampai ada persctujuan Dapat mengukap rahasia Melindungi rahasia pribadi
ervaor kedokternn, pasnal @ aynt(2) dan prsal 74 [rermulin dan pasien pribadi pasien pasien dan citra sarana
UU No. 14 zhun 2008 tentang KIP, Pasal keschatan
6 ayat|3) huruf <, Pasal 17 huruf h dan i
81 |Sediaan farmasi untuk kategori obat |UU No. 5 tahun 1997 tentang Sampni ada persetujuan dart | Pengelolaan sediaan farmasi |[Melindungi keamanan
yang mengandung dan pmiko-tropikn |Peikotropila, pasal 33 dan 34, UU No. 35 |pejabat yang berwenang biza dikerahui aleh pihak informasi pengelolann
dan atau scjenis tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, vang memilili kewenangan |sedisan farmasi
UU No. 36 th 2009 tentang Keschatan,
pasal 98 UU No. 14 tahiun 2008 tentang
RIP. Posal 17 huruf |
BIDANG SOSIAL, KETENAGA
KERJAAN & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
82 [|ldenutas Korban vang dirujuk di ULl No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal | sampai nda persetujuan Dapat mengukap rahasia Melindung: hak pribadi
Jaringan Pelayanan Terpadu 17 hurufh tertulis dan korban yang pribadijmengganggu kondisi
(avandu) Widun bersanghutan psikologis dan traumatis
83 |Alamat shelter penompungan korban|UU Ne. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |Selama pengukiapanya dapat  [Dapat menguksp rahasin menjamin kenyamanan
yang sedang ditengani/diberikan 17 hurul h angka 2 menghambat proses pribadijriwayat, kondisi dan |kelayan sehingga
pedampingan pemuliban/ pengobatan korban |perawatan pengobatan mempercepat proses
kesehnton fisik & psilas rehabilitas
RESCOTATIE
84 |Ponentuan penerima bantusn UU Ne. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasan) |sampai penerbitan keputusan  |menimbulkan kolusi dan Menghindari kelusi dan
Wﬁﬁ Al desny kelurahan 17 hurufi nepotisme, terjadinya fiksi  [nepotisme, terjadinya friksi
Kelom antar pemohon bantuan antar pemohon bantuan
B5 lah kasus calon |UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal |sampal adn persotujuan dapat mengukap rahasin melindungi rahasia pribadi
kz m@WDS dan |17 hurulh tertulis dari pasien pribadilmenggangyu proses |calon kelayvan
eksWTS} - i pelayanan terhadnp kelayan)
ie 'I:m:""lﬂ_' |
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Data kelayanan UPT(Penyadang
HIV/AIDS dan eks PSK)

UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17
huruf h

sampd ada persctujuan
tertulin dan pasien

dapat mengulenp rahaosia
pribadifmenggnnggs kondisi
paikologis dan traumatis
kelayan schingga
mengEAngEu proses
rehabilitas) penanganan

1

melindungi rahnsia pribacdi
kelayan

87

Usulan penciapan upah minimum
dar Bupati kepadn Gubernur

UU No. 14 th 2008 tentang KIF, Pasal 17
huarali

sampal dengan upah minimum
ditetapkan Gubernur

Dapat menghambat
kesuksessan proses
penyusunan kebijakan
karens pengukapan secara
Dremaur

Mengamankan proscs
penyusupan

&y AT

an hak akses

88 |Usulan penangguhan pelaksanaan |UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai dengan terbitnya surat | Dapat menghambat mengamunkan proscs
upah minimum dari dunia usaha hurufi peranggung upah minimum kesukzesan proses penyusunan kebijakan
kepada gubernur penyusunan kebijakan

karena pengupan secara
prematur

89 |Pelalsanaan Pengawasan Pasal 5 UU No. 3 tahun 1951 tentang Sampad ada persctujuan Dapat mengukap hasil Melindungi hak pribadi
ketenagakerjaan (nota pemeriksaan |pernyataan berlakunya undang-undang  |tertulis dari direksi perusahaan |pemeriksaan dan membuka |pengusaha
dan BAP) pengawasan perburuhan tahun 1998 NR [yang bersangkutan rahasia perusahaan dan

23 dari republik Indonesia untuk seluruh pengusaha
indonesia, UU No, 14 tahun 2008 tentang
KIP, Pasal 17 huruf i dan j
BIDANG KOMINFO
90 |Lokasi server UL No. 11 th 2008 tentang informasi dan [selama masih digunakan Dapat menggangg Melindung hak atas
transaksi Elektronik, pasal 25 U No. 14 perlindungan hak atas kekayaan itelectual
th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b keknyzan intelecktnal Bapar jmelndung/ mengamankan
cdan j menimbulkan tindakan peranghkat serta daa
kriminal (pengrusalkan dan
PARAF KOORDIAS! | S
91 |lntérme mqﬂfﬂ’}e private |UU No. 11 th 2008 tentang informas dan |sclama masih Dapat mengganggu melindung: hak aras
wENLHA transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 |digunakan /berlaku perlindungan hak atas kekasyaan intelecktual
.'!_',._,_ ool w th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hurul b kekayann intelecktual menjaga/melindung hak
TSN LN | dan j memungkinkan adanya akses
e pencrobosan /penyalahguna




Bandwith Management

UU No. 11 th 2008 tentang Informasi dan
transaksi elektronik, pasal 25 UL Ne. 14
th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hurul b
dan j

Selama masih
dipunskan [ berlaku

Dapat menggangiu
perlindungan hak alas
kelkayaan intelecktual dapat
menvebabkan
penyalahgunaan kapasitas
bandwith di luar ketentunn

Melindungi hak atas
kekayaan intelecktunl
mengatur kestabilan
pengEunaan bandwith

93 |Sistern Menajemen Database UL No. 14 tahun 2008 tentang informasi |Sclama masih digunakan Dapat mengganggu Melindun hak ntos
dan Transaksi elektronik, pasal 25 UU berlaku perlindungan hak atas kekayaan intelecktual
No. 14 tahun 2008 tentang KIF, Pasal 17 kekayaan inteleckiual, menjagn Keamanan jnringan
huruf b don j Dapatl mengganggu komputer
keamanan jaringan
komputer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN
PERDA
94 |Rencana penertiban/penindnkoan UL No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Sampai dengan selesai Dapat menggambat proses  |[memperiancar proses
dan pencgakan pada objek tertentu  [hurufadan i dilaksanakan penegakan hukum Dapat  |pencgakan hukum dan
menghambat proscs penyusunan kebijakan
penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat
e 1]
95 |Informasi perkara pelanggaran perda |UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Sampai dengan selesninya Dapat menghambat proses  |memperlancar proses
vang sedang ditangani PPNS huruf a don i proses penanganan penegakan hukum, Dapat  |penegakan hukum dan
menghambat kesuksesan penyvusunan kebijakan
proses penyusunan (perkarn akan dapat
kebijakan diselesaikan menurut
ketenmuan hukum ynng
berlaku)
96 UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Sampai selesainya kasus Dapat menghambat proses [[memperlancar proses
hurufadan i penegakan hukum Dapat penegakan hukum dan
menghmmbat kesuksesan penyusunan kebijokan

Proscs penyvusunan
kebijakan

sebagai bahan pertimbangan
untuk melaksanakan operasi




F‘J Informasi datn prbadi penegaic UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |Sampai ado persctujuan memperlancar proses
pordn hurula, h dan i tertulis dari penegak perda pencgakan hukum dan
yang bersanghkutan penyusunan kebijakan
[persone] dapat bertugns
inmpa edanyn rass kot
ppabila terjadi rasa
ketidakpuasan pelanggar
Perda), Melindungi rahasa
pribadi penegak hukum
98 |Berita Acara Pemeriksasn UU No. 8 mhun 1581 tentang Hukum Selama proses pemerikanan Dapat menghambat preses |memperlancar proses
Acara Pidana, UU Neo. 14 th 2008 tentang penegalon hukum dapat penegakan hukum dan
KIF Pasal 17 huraf &, h, dan i mengukmp rahagia pribadi | penyusunan kebijakon
objel terperiksa, Dapat Melindung date-data pribadi
menghambat proses objek terperiksa
kesuksesan proses
kekial
99 |Berkas Peckara PTUN den perkara |UU Noo 5 th 1986 tentnng PTUN 1 tohun Dapat menghambat proses |Memperlancar proses
perdata sebelum disampaikon di sehagaimana telah divbah dengon UU WNo. penegakan hukum penegakan hukum
persidangan 8 wnhun 19581, Pasal 70 ayat (2], UU Na,
14 th 2008 tentang KiF Pasal 17 hurufa
dlian i
BIDANG KEUANGAN
100 |Rencana pelaksanaan tuksr- UL No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17  |Sampai dengan Dapat mempenganihi Memudahkan siklus
menuber | pemindahtanganan hurufl ¢ angha 3 penendatanganan berita acara |penataan siklus pengelolaan |pengelolaan barang dan
barang daerah serah terima burang dan pendspatan pendapatan dacrah
daerah
101 U MNe. 11 th 2008 tentung ITE Pasal 40, |Sampai ada perintah dani Dapat menyebabkan Melindungi/ mengamankan
UL No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 |penegak hulum yang penyalohgunann datn aleh  |data base onjek pajak dan
hurul § berwenang pihnk vang tidak berhak retribisi
102 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampei diketahui Bertentangan dengan Melaksanakan pengadnan
huruf i dan j pemenangnya prinsip-prinsip pengadann  |barang/jnsa sesund dengan
dan etika pengadann prinsip prinsip pengadansm
} dion enkn pengodnnm




T le”p

[ ..'I.

101 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri  (UU Ne. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sampai diketahui Dapat menghambat Memperlancar proses
HFS) hurulidan j pemenangnya kesuksesan proses penyusunan kebijakan di
penyusunan kebijaktan ci bidang pengndnnn
bidnng pr.'ng,ldum barang/ jnsa
barang/ jwsa :
104 |Dekumen penawaran dan Penvedia |[UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Sclama proses pengndaan Dapat menghambat proses | Dapat menjamin obyekiifitas
barang/jasa huruf j barang dan jasa penysusunan kebijakan penilain/evalunsi pennwaran
105 |Susunan Kepanitiaan pengadann UL No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 |Selama proses pengadaan Dapat terjadi harga lelang ml.-nghml:lan knn[t‘ik
barang/jasa meialui LPSE hurul' b barang/jasa tidak sesumi yang kepentingan, menjnga
diharapkan persaigan lelang yang schat,
melindung kerahasian
delument
106 |Laporan Pajok Pribadi (LP2F] UU No. 14 th 2008 tentang KIF, Pasal 17 |Sampai ada persetujuan Mengukap rahasia (data | Melindungi rahasia (data
hurufh tertulias dari wajib pajuk yang |kekayaan pobadi) kekayaan]pribadi
bersanploutan
107 |Laporan Keuangan Dacrah (Lapornn |UU No. 17 th 2003 tentang keuangan Sampai dengan terbitaya menghambat kesuksesan  |Membantu dalam mencapai
keuangan yvang belum disudit) negara, pasal 31 ayat(l) UU No. 14 th laporan keuangan yang telah  |kebijakan karenn adanya keberhasilan dalam
2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf | digudit pengunghapan secara pelaksanann pembangunan
rematuir
108 |Keras erja pemeriksaan laporan UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 [selama masih beriaku Menghambnt kesuksesan Membantu dalam mencapai
hasi pemeriksaan dan tindak huwruf 1 kebijaknn koarena ndanya keberhasilan pelaksanaan
lanjutnya, review laporan keusngan pengungkapan secara pembangunan
prematur
BUPATI PADANG :
PARAF KOORDINAS! |
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